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PERATURAN KEPALA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA TETAP PELAKSANAAN KALIBRASI PERALATAN PENGAMATAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,DAN GEOFISIKA
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62, Pasal
63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65, Pasal 66 ayat (1),
Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1),
Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 ayat (1),
Pasal 73, dan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor 46 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu
menetapkan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kalibrasi
Peralatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di
Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika;

bahwa Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan
Geofisika Nomor KEP.002 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Tetap Pelaksanaan Kalibrasi Alat Meteorologi,
Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika sudah tidak

sesuai lagi dengan struktur kelembagaan Badan
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Mengingat

Meteorologi, Klimatologi,dan Geofisika sehingga perlu
dilakukan penyesuaian,;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan
Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara,
dan Geofisika di Lingkungan Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala

Badan;

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5304);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5516) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2014,

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang
Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang
Meteorologi, Kilmatologi, dan Geofisika (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208,



10.

11.

12.

13.
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5579)

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi
Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika;

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Mekanisme
Pelayanan, Penerimaan, Penyetoran, dan Pelaporan
Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas
informasi dan Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika;

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika Nomor 8 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata
Cara Pengenaan Tarif (Nol Rupiah) Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan
Tertentu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi
dan Geofisika;

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika Nomor 7 Tahun 2014 tentang Standar Teknis
dan Operasional Pemeliharaan Peralatan Pengamatan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan
Stasiun Geofisika;

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika No. 16 Tahun 2014 tantang Organisasi dan
Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika;
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14. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfir Global;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA
TETAP PELAKSANAAN KALIBRASI PERALATAN
PENGAMATAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Peralatan Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika, yang  selanjutnya  disebut Peralatan
Pengamatan adalah peralatan mekanik maupun
elektronik dengan teknologi yang sederhana sampai
dengan yang tercanggih yang digunakan untuk
mengamati unsur meteorologi, klimatologi,dan geofisika.

2. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan sarana atau
peralatan pengamatan dengan melakukan perbandingan
antara penunjukan suatu alat ukur dengan nilai suatu
standar yang diketahui dan tertelusur.

3. Petugas Kalibrasi adalah orang yang
berkompetenmelaksanakan Kalibrasi.

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika.

S. Deputi adalah Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi,
Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi.

6. Pusat adalah unit kerja eselon II di lingkungan Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang

memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kalibrasi.
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7. Kepala Balai Besar adalah Kepala Balai Besar
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di lingkungan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

8. Kepala Stasiun adalah Kepala Stasiun Meteorologi,
Stasiun Klimatologi, Stasiun Geofisika di lingkungan

BMKG dan Stasiun Pemantau Atmosfer Global.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2
Ruang Lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi
Kalibrasi Peralatan, Alat Standar, Permohonan dan
Pelaksanaan Kalibrasi, Pelaksanaan Kalibrasi, Sertifikat dan
Surat Keterangan, Persyaratan Akurasi dan Ketertelusuran,
Petugas Kalibrasi, Laporan Pelaksanaan Kalibrasi,

Kerusakan Peralatan, Manajemen Peralatan, dan Pembinaan.

Pasal 3
Tujuan dari Peraturan Kepala Badan ini untuk memberikan
pedoman dalam pelaksanaan kalibrasi peralatan
pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sehingga

adanya keseragaman pelaksanaan kalibrasi.

BAB III
KALIBRASI PERALATAN

Pasal 4
Untuk menjamin laik operasi, Peralatan Pengamatan di

lingkungan BMKG wajib dilakukan Kalibrasi.

Pasal 5
Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
yang mengalami perbaikan, penggantian, dan/atau relokasi

wajib dilakukan Kalibrasi.
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Pasal 6

(1) Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, terdiri dari :
a. Peralatan Pengamatan manual; dan
b. Peralatan Pengamatan otomatis.

(2) Peralatan  Pengamatan manual dan = Peralatan
Pengamatan otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri dari:
a. peralatan konvensional; dan

b. peralatan elektronik/digital.

Pasal 7
Nama Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 8
Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5
terdiri dari:
a. Kalibrasi pertama; dan

b. Kalibrasi berkala.

Pasal 9
(1) Kalibrasi pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a dilakukan terhadap setiap jenis Peralatan
Pengamatan yang pertama kali dioperasikan.
(2) Kalibrasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf b dilakukan terhadap setiap jenis Peralatan

Pengamatan yang telah dioperasikan sesuai jadwal.

Pasal 10
Kalibrasi pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) wajib dilakukan terhadap Peralatan Pengamatan pertama

kali dioperasikan di lingkungan BMKG.

Pasal 11
Kalibrasi pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) dityjukan untuk :
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menetapkan kondisi Peralatan Pengamatan,;

memastikan penunjukkan oleh Peralatan Pengamatan
tersebut akan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
menentukan keakuratan dan koreksi Peralatan
Pengamatan terhadap Alat Standar; dan

menjamin ketertelusuran pengukuran dari Peralatan

Pengamatan tersebut.

Pasal 12

Kalibrasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2) dilakukan terhadap:

a.

Peralatan Pengamatan konvensional wajib dikalibrasi
paling sedikit 2 (dua) tahun sekali; dan
Peralatan Pengamatan elektronik (digital) wajib

dikalibrasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 13

Kalibrasi Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan di :

a.
b.

(1)

(2)

(1)

(2)

lapangan; atau

laboratorium.

Pasal 14
Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf
a merupakan tempat dimana Peralatan Pengamatan itu
berada.
Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf b terdiri dari :
a. laboratorium BMKG Pusat; atau

b. laboratorium BBMKG.

Pasal 15
Laboratorium Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf b harus bersertifikat.
Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional.
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(1)
(2)

BAB IV
ALAT STANDAR

Pasal 16
Kalibrasi dilakukan dengan menggunakan alat standar.
Alat standar merupakanperalatan yang hanya
digunakan sebagai acuan dan berfungsi sebagai alat

kalibrasi.

Pasal 17

Alat standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri

dari:

a.
b.

C.

alat standar internasional;
alat standar BMKG;

alat standar BBMKG;

alat standar transfer; dan

alat standar kerja.

Pasal 18

Alat standar internasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 huruf a, merupakan alat standar yang diakui

berdasarkan kesepakatan internasional yang dijadikan dasar

menentukan nilai standar lain pada nilai tertentu.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 19
Alat standar BMKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 huruf b wajib dikalibrasi secara berkala terhadap alat
standar internasional.
Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling sedikit setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 20
Alat standar BBMKG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf c¢ wajib dikalibrasi secara berkala
terhadap alat standar BMKG.
Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun.
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(2)

(1)

(2)
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Pasal 21
Alat standar transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf d wajib dikalibrasi terhadap alat standar
BMKG dan/atau alat standar BBMKG.
Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling sedikitsetiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 22
Alat standar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 huruf e wajib dikalibrasi terhadap alat standar
BMKG, alat standar BBMKG, dan/atau alat standar
transfer.
Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sebelum dan sesudah alat standar kerja

digunakan.

Pasal 23

Setiap alat standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

huruf b sampai dengan huruf e yang mengalami perbaikan

dan/atau penggantian wajib dikalibrasi ulang.

(1)

(2)

Pasal 24
Kalibrasi Peralatan Pengamatan selain Peralatan
Pengamatan BMKG dapat dilakukan oleh BMKG.
Kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh petugas kalibrasi pada BMKG Pusat
dan/atau Petugas Kalibrasipada BBMKG.

BAB V
PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN KALIBRASI

Pasal 25

Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengamatan dilakukan

berdasarkan :

a.

b.

jadwal yang telah ditentukan; dan/atau

permohonan.
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Pasal 26

Jadwal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 27

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b
dilakukan oleh:

a.

(1)

(2)

(1)

(2)

Kepala Stasiun untuk Peralatan Pengamatan yang
berada dibawah penguasaannya; dan

Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
untuk Peralatan Pengamatan yang berada

dibawahpenguasaannya.

Pasal 28
Permohonan Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 huruf a ditujukan kepada Kepala Balai Besar.
Permohonan Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 huruf b ditujukan kepada Kepala Pusat.

Pasal 29

Dalam hal permohonan Kalibrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tidak dapat
dilakukan oleh petugas kalibrasi BBMKG, maka Kepala
Balai Besar meneruskan permohonan Kalibrasi Kepala
Pusat.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan permohonan untuk dilakukan Kalibrasi oleh

Petugas Kalibrasi BMKG Pusat.

Pasal 30

Permohonan Kalibrasi Peralatan Pengamatan selain

Peralatan Pengamatan di lingkungan BMKG diajukan kepada

Kepala Pusat dan/atau Kepala Balai Besar.
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Pasal 31
Tata cara permohonan Kalibrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN KALIBRASI

Pasal 32
(1) Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengamatan selain
Peralatan Pengamatan di lingkungan BMKG dikenakan
biaya.
(2) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
(1) Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengamatan selain
Peralatan Pengamatan di lingkungan BMKG harus
sudah dilaksanakan setelah persyaratan terpenuhi.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan tata cara permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31.

BAB VII
SERTIFIKAT DAN SURAT KETERANGAN

Pasal 34
(1) Sertifikat Kalibrasi diberikan setelah  Peralatan
Pengamatan telah selesai dikalibrasi.
(2) Sertifikat Kalibrasi dapat diberikan untuk Kalibrasi
peralatan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 huruf c, d, dan e.

Pasal 35
Sertifikat Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (1) merupakan pernyataan Peralatan Pengamatan dan



2015, No.1529

-12-

peralatan standar telah dikalibrasi dan memuat nilai koreksi

serta ketidakpastian hasil Kalibrasi.

Pasal 36

Sertifikat Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

diterbitkan oleh:

a. Laboratorium BMKG Pusat untuk Peralatan Pengamatan
dan peralatan standar yang dikalibrasi oleh petugas
kalibrasi BMKG Pusat; dan

b. Laboratorium BBMKG untuk Peralatan Pengamatan dan
peralatan standar yang dikalibrasi oleh petugas

Kalibrasi BBMKG.

Pasal 37
(1) Sertifikat Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 huruf a disahkan oleh Kepala Pusat dan/atau para
Kepala Bidang di lingkungan pusat selaku Pelaksana
Harian Kepala Pusat.
(2) Sertifikat Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36 hurf b disahkan oleh Kepala Balai Besar.

Pasal 38
Surat keterangan merupakanpernyataan Peralatan
Pengamatan telah diperiksasesuai dengan spesifikasi teknis

yang telah ditetapkan.

Pasal 39
(1) Sertifikat Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal34 dan/atau Surat Keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 harus didokumentasikan.
(2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh:
a. Kepala Pusat untuk sertifikat Kalibrasi dan/atau
surat keterangan yang diterbitkan oleh

laboratorium BMKG Pusat; dan
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)
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b. Kepala Balai Besar untuk sertifikat Kalibrasi
dan/atau surat keterangan yang diterbitkan oleh

laboratorium BBMKG.

Pasal 40

Sertifikat Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal34 dan/atau surat keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 dibuat sesuai Contoh A dan
Contoh B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Kepala Badan ini.

Dalam hal Peralatan Pengamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 belum terakreditasi oleh
Komite Akreditasi Nasional, maka sertifikat Kalibrasi
sebagaimana tercantum pada ayat (1) tanpa dilengkapi
dengan logo Komite Akreditasi Nasional.

Akreditasi Peralatan Pengamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok unsur

atau ruang lingkup Peralatan Pengamatan.

BAB VIII
PERSYARATAN AKURASI DAN KETERTELUSURAN

Pasal 41
Setiap Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan Alat Standar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 wajib memiliki persyaratan akurasi.

Persyaratan akurasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pemenuhan terhadap persyaratan tingkat
ketidakpastian.

Persyaratan  tingkat ketidakpastian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 42
Peralatan Pengamatan wajib tertelusur ke Alat Standar

BBMKG dan/atau Alat Standar BMKG.
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(2) Alat Standar BBMKG wajib tertelusur ke alat standar
BMKG.
(3) Alat Standar BMKG wajib tertelusur ke alat standar

nasional dan/atau internasional.

Pasal 43
Ketertelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
merupakan suatu rantai tak terputus dari beberapa
perbandingan, yang masing-masing dinyatakan dengan
suatu ketidakpastian dan memastikan bahwa suatu hasil
pengukuran atau nilai dari suatu standar terpaut dengan
suatu acuan yang lebih tinggi dan seterusnya hingga standar

internasional.

BAB IX
PETUGAS KALIBRASI

Pasal 44
(1) Kalibrasi Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32dilakukan oleh petugas Kalibrasi yang
telah bersertifikasi.
(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan tanda bukti petugas Kalibrasi telah
memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan

kualifikasi Kalibrasi.

Pasal 45
Persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi
Kalibrasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
LAPORAN PELAKSANAAN KALIBRASI

Pasal 46
(1) Setiap pelaksanaan Kalibrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 harus dilaporkan.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada:

a. Deputiuntuk  Kalibrasi yang  dilakukan  di
laboratorium Kalibrasi BMKG Pusat; dan

b. Kepala Pusat untuk Kalibrasi yang dilakukan di
laboratorium Kalibrasi BBMKG.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

diteruskan kepada Deputi.

BAB XI
KERUSAKAN PERALATAN

Pasal 47
Setiap Peralatan Pengamatan yang rusak di Stasiun
wajib dilaporkan.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
oleh Kepala Stasiun.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan Berita Acara Kerusakan.
Berita Acara Kerusakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Balai Besar.

Pasal 48

Berita acara kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

47 ayat (3) dibuat sesuai Contoh sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan ini.

(1)

(2)

Pasal 49
Peralatan Pengamatan yang rusak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 harus diberi label rusak dan
dipindahkan dari lokasi pengamatan.
Pemberian label rusak dan pemindahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti dengan

permohanan perbaikan.
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Pasal 50

Dalam hal Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49 ayat (1) telah dilakukan perbaikan, maka

Peralatan Pengamatan harus diajukan permohonan

Kalibrasi.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB XII
MANAJEMEN PERALATAN

Pasal 51
Setiap Peralatan Pengamatan dan alat standar harus
dilengkapi dengan buku catatan yang memuat riwayat
alat yang bersangkutan.
Buku catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat sesuai Contoh sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 52
Kepala Balai Besar harusmelaporkan setiap bulan
kondisi Peralatan Pengamatan yang dikelolanya kepada
Deputi.
Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada

bulan berjalan.

Pasal 53

Kepala Stasiun harus melaporkan kondisi Peralatan
Pengamatan yang dikelolanya kepada Kepala Balai
Besar.

Laporan kondisi Peralatan Pengamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diteruskan kepada Deputi.
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Pasal 54
Laporan kondisi Peralatan Pengamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 dibuat sesuai Contoh sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 55
(1) Kepala Balai Besar harus melaporkan kondisi alat
standar BBMKG, alat standar transfer, dan/atau alat
standar kerja yang dikelolanya.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Pusat paling lambat tanggal
10 (sepuluh) pada bulan berjalan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dibuat sesuai Contoh sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI Peraturan Kepala Badan ini.

BAB XIII
PEMBINAAN

Pasal 56
Pembinaan pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengamatan di

lingkungan BMKG dilakukan oleh Kepala Badan.

Pasal 57
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
meliputi:
a. pengaturan;
b. pengendalian; dan
Cc. pengawasan.
(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan

melaksanakan inspeksi.

Pasal 58
Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)
dilakukan dalam rangka :

a. pemeriksaan kondisi laboratorium; dan
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b. pemeriksaan sertifikat Kalibrasi dan/atau

suratketerangan yang telah diterbitkan.

Pasal 59
Pemeriksaan kondisi laboratorium Kalibrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dilakukan paling sedikit 1

(satu) kali setahun.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60
Laboratorium Kalibrasi BBMKG yang belum bersertifikat
masih dapat melakukan Kalibrasi sampai dengan tahun

2018.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61
Pada saat Peraturan Kepala Badan ini berlaku, maka
Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.002 Tahun 2007
tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kalibrasi Alat
Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Oktober 2015

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA TETAP PELAKSANAAN KALIBRASI PERALATAN
PENGAMATAN METEROROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

A. SERTIFIKAT KALIBRASI

~= === BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA !m

e LABORATORIUM KALIBRASI EMKG BonEC - VTaxs  2ecs
— LK-095-1IDN

SERTIFIKAT KALIBRASI

CALIBRATION CERTIFICATE
No. :

IDENTITAS ALAT
Insrument Detads
Nama Alat
Instrument Name
Merek Pabrik
Manufacturer
Tipe / Nomor Sen /
Type / Serial Number
Lain-lain

Owner identification
Desmgnanon
Address
Sertifikat ini terdiri atas .... halaman
This cernificate comprises of pages
Diterbitkan tanggal ..........ccuvisescsans

Dare of msue

KEPALA PUSAT INSTRUMENTASI, REKAYASA
DAN KALIBRASI,

www.peraturan.go.id
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i
:

|
i
o
i

|

Tipe & No. Seri / rypea semainvemosr  © ... | i,
Tempat Kalibrasi / casocanos Face - HORIE SN B A SR e TS

E
§
g*o

Catatan ! Notes :

Standar Kalibrasi /| Castvation Smadecd

Tertelusur Ke SI melalui / Tracestie 20 & swoopn SRS A S e AR B Bl e e

Dokumen Acuan | Refarsnce Document : WMO-No, 02, 2008 Edition, Updated n 2010

Ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan tidak kurang dari 85 % dengan faktor cakupan k = 196

U ertainty Of moaturement 13 xir 82300 B § COrAIEACE vl OF 20 22 TNEN B 4 @ R COVRIRgE factor A W 1

Akhir dari Sertifikat 1 £no of conmeas

www.peraturan.go.id
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B. SURAT KETERANGAN

A —
~—~ T==  BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA !m

— LABORATORIUM KALIBRASI BMKG BOAEC - 17838 1608
i LK-095-1DN

SURAT KETERANGAN
No. :

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

IDENTITAS ALAT

Instrument Decails
Nama / Name
Pabrik Pembuat / Manufacturer
Tipe / Type
Nomor Seri / Serial Number
Kapasitas / Capacity
Pembacaan Terkecil
LainJain / Others

IDENTITAS PEMILIK
Owner idendfication
Nama
Designagon
Alamat
Address

Bahwa alat tersebut telah diperiksa dan beroperasi baik, di Laboratorium Kalibrasi Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Diterbitkan tanggal
Date of issue

KEPALA PUSAT INSTRUMENTASI,
REKAYASA DAN KALIBRASI

www.peraturan.go.id



2015, No.1529

-23-

oAsd,
(soysuony ) yeseq ejogq nyng unquie
MSC0 juswi | sQ0C ALO | A L0 Se+ - 08> A nyng Lg
uedequadM 2
jne| ueeynwiad
MTO juswi | s0C ALO | A L0 or+ - ¢ nyng gL
0, 0p+ <BflX S0
0, O+ = uep
O, Neje | - uenjeg 0,07 <&l M g0 uisye
MZTO0 juswi | s0C 0, 0~ =8l X 50 | M L0 09+ - 08 elepn nyng g'L
Jajawowls) eped 1ieyejew ISelpel 0,00+ <M €0
puejeybuad uesep ysjo 1yntebuadip 0, Of+ = uep
jedep ysjosedip Bued upje  npem 0, 0p- <®il X L0
ejuejsuoy uep uepsedeppey  3exbull MZ0 juswi | s0cC 0,00 =8l M €0 | M L0 09+ - 08- elepn nyng L'
nynsg ‘i
ueydelssyp
Jedep Buek ndino losusg ueyjeleisip Buek ISeMasqO
uebuela}ay uesedyepnay ueeelod npepn uensedyepiay jueinynBuad | 1snjosay ueneybuep [egeuep
yeiBul| npEem EJUEISUOY yexBul ] SpolelA
(6) (9 (0 (9) () () (€) (@ (1

NVILSVAAIVALLAM LVIONLL NV.LVIVASAHd

WVIISIAOAD NVA ‘TOOTOLVNITI ‘TDOTOJOHALAN
NVAVE NVONNMONIT IA VIISIHOAD NVA TOOTOLVINIT ‘TOOTONOMALAN
NVILVINVONHd NV.LVIVAHd ISVALITVY NVVNVSMVTHd dV.LHL VIVO V.LV.L

ONV.LNH.L

S10C NNHV.L €2 d0NON

WVIISIHOED NVA ‘TOOTOLVINITI TDOTOJNOMLIAN NVAVE VIVAIM NVANLVIHd
IT NVIIdINV'T

www.peraturan.go.id



-24-

2015, No.1529

‘sidiuaw BueA joid

eped ueyiubis Bued uefunquieuisyepiiay
uep Isenjeuad uewejepay

uexleseplaq :[esiw) [ejuswiniisul

BIEDSS INYNIS) UBME LIEP JBSEP
uelbBunay ynun sejal BueA Isiulyep epe
epi} Busiey ueynjusyip sepij uesdelsyip
jedep BueA ueimynBuad uensediepnay

‘S|Jewo}o

e1e08s yepual ueme yejwnl isewpsabusw
ynun uexeunBip Jedep (s 0g)

yipouad uelssysepbuad ewguob|y

w oL~

8/c

epe epl|

epe yep! L

w 0oL < ®iil %01
w ooLs el w gl

8/l

u oL

8/l

woe—-wo

8/8—8/0

ueme yeound
uelbbuney £

ueme Jesep
ueibbuney Z'¢
UBME UBJWUN[ L'

uemy ‘¢

uejsul
1ejlu-1e|lu elejue |p ueepagiad Jedepia]

‘ueubis

eleoas uensedyepiay ueinynbuad
iyniefusdwew Jedep Jasnpsuel}

uep fenses yeplj bued nyns isesuaduwioy
‘uen|nyepuad ueinynbuad epe

>epiy exif uibue Lep yiweulp ueue s} Yajo
iynieBuadip jeBues uensedyepiiay 1ex6ul |
‘ne| ueeynwiad

Ip UBUEYS]} UEP UNISE)S 1P uBUEYS] ndiBN

Edyco

EdySL0

juswi |

s¢

Bdy 0

edy L'0

edy 10

Edy L0

uexMUSKP Yepi1

edy 080} — 00S

Isuspua Z'¢

ueueda| L€

lajsowy
ueueyal ‘g

‘ueiyiubls Bueh uedequisay uep
nyns eped uebunjuebis}ay uexnfunusw
jedep 1eped wueyeq uebBusp lJosuesg

% €

juswi |

sOop

eAuure; uep jeped ueyeg

‘ueyisiagey uep uesaquialad yeesew
jeqnie 1pells) esiq Jesaq Bueh ueyejesay
‘(Bunay

e|oq) eiepn nyns uebusp ueyISeuIqIoyIp
uep BunsBug| elesas Inynip exip

b Al

yusw |

s0c

%001 - 0

Jnejal
uedequwia|ey 22

www.peraturan.go.id



2015, No.1529

_25-

‘uexiyiubls buek uelsiuipepey

Wz < el %

nyejuad uexpnfunusw jedep Josuag SHuwZ-—20
‘uibue 3¥nun |y ww Lo
ysjo iyniebuadip jefues uensedyepiay epe epl}.(yel=l) .U ww 000z uelnH
‘eles 11eo uelhy jusw | s 0g> LU 20-200nun Jduww Lo - Jwweoo yeino seysusiu| +'g
Yeino ynun efuey uensedyepsy leju-e|IN
uejewebuad yelsep |pema [edey eped se
E3JE NJENS SEJE Ip EJel-BJel UBWE|EPaY wuwi 0} < eIl %01 ueyequeuad
wo g s exifwo | wo uexnusip yepll UEEQS}SM €9
‘ueyseuedip
bueA jele eped uedenfuad uep jee Liep
yiweulposae uendwnbuad 1suaisye eped wuwl 0z < eIl %5 nlies
Bunjuebiel ueiminbuad uensedyepnay wo | jusw | sQL> wo Qg s exif wo | wo | wesz-0 uewe|epay Z'9
Wwi'L'g neje %S ww g < eIl %g
lep Jesaq yigsT Epe yepll epeepl] | wwgseyfww g wuw L0 ww oos-0 (verrey) yejwnre L9
‘ueney yejwnl eped uesiesepip seyjuenyy
uelny yeino g
L Swg
<®©iil % 0l
LSwg
sejl swgQ % 0L LSWL0 LSWosSk—- Lo uesnquisH £'G
‘Jejenip sniey s ¢ ejel-ejey s¢
. (9 1s¥es ‘'z qeg juswi gL
Il uelBeg ‘1 uenpued jeyi|) ueisapey oS neje Sl e ok J09€-0 Hely ¢'s
uauodwoy sele Ip Bunyip elel-ejey juepz
‘uodsal Buelued refegas ,Swg
ueyisaidsyaip eAuwnwin yelel eJueisuoyy <edil 9% 0l jusw QL wg-g L SWG< el 9% oL
‘ueejelad sasoid ulesap Welep uejyningip Lsuw neje yelel Swg
ueney-Jeyay] Jsiul| Yepl uejelered | gs il sw o /UEp EJUEISUOH sefl swgg SSWSo SWws/i-0 uejedaoay |'g

Jusw Q| nejejuep g seje Ip ejel-Ejey

ulbuy ‘g

.go.i

www.peraturan



